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ABSTRAK 

Artikel ini mengkaji peran strategis pendidikan politik dalam mendorong demokrasi 

inklusif dalam masyarakat multikultural Indonesia. Keberagaman budaya, yang 

mencakup suku bangsa, agama, bahasa, dan nilai-nilai lokal, dapat menjadi aset penting 

dalam memperkuat praktik demokrasi jika dikelola melalui pendekatan pendidikan yang 

responsif terhadap pluralisme. Studi ini mengungkap bahwa pendidikan politik yang 

berlandaskan pada prinsip- prinsip multikultural dapat mengurangi konflik horizontal, 

memperluas ruang partisipatif dalam demokrasi deliberatif, dan menumbuhkan generasi 

muda yang toleran, kritis, dan aktif berpolitik. Mengacu pada berbagai sumber ilmiah 

nasional, artikel ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman 

ke dalam kurikulum, memanfaatkan teknologi digital secara konstruktif, dan mendorong 

kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk memperkuat budaya 

demokrasi. Temuan-temuan tersebut merekomendasikan penerapan kebijakan 

pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif untuk meningkatkan kohesi sosial dan 

ketahanan demokrasi di masa depan Indonesia. 

Kata kunci: Pendidikan politik; multikulturalisme; demokrasi inklusif; partisipasi 

politik; kohesi sosial; generasi muda. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan politik merupakan salah satu komponen penting dalam sistem 

demokrasi karena berfungsi sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang 

memiliki kesadaran politik, partisipasi aktif, serta kemampuan untuk memahami dan 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik secara kritis dan bertanggung  

jawab. Lebih dari sekadar pengajaran mengenai struktur pemerintahan, pendidikan 

politik idealnya juga menanamkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, kesetaraan, dan 

keadilan sosial (Suryadi, 2018). 

Namun, dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendidikan 

politik menghadapi tantangan kompleks. Keberagaman etnis, agama, bahasa, dan tradisi 
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budaya dapat menjadi hambatan apabila tidak dikelola dengan pendekatan yang inklusif. 

Model pendidikan politik yang bersifat seragam atau berorientasi pada budaya dominan 

berisiko menimbulkan eksklusi sosial dan ketimpangan partisipasi politik di kalangan 

minoritas (Syafiq, 2020). Dengan demikian, pendidikan politik harus dirancang secara 

kontekstual agar mampu mencerminkan realitas sosial yang majemuk. 

Di sisi lain, keberagaman budaya justru dapat menjadi sumber daya penting untuk 

memperkuat demokrasi apabila diintegrasikan secara tepat dalam sistem pendidikan 

politik. Penggabungan nilai-nilai lokal, norma adat, dan kearifan budaya dalam proses 

pendidikan dapat memperluas pemahaman peserta didik terhadap praktik demokrasi yang 

lebih membumi dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (Nurhadi, 2022). Oleh karena 

itu, pendekatan pendidikan politik yang berbasis multikultural bukan hanya solusi atas 

tantangan keberagaman, melainkan juga peluang strategis untuk membangun demokrasi 

yang lebih inklusif dan partisipatif. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pendidikan politik dalam 

masyarakat multikultural, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang 

muncul dalam rangka mewujudkan demokrasi yang responsif terhadap keberagaman 

budaya. 

 

B. METODE 

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui 

metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih untuk menelaah berbagai 

pandangan teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pendidikan 

politik, keberagaman budaya, dan demokrasi. Pendekatan ini dinilai tepat karena 

memungkinkan penulis melakukan kajian mendalam terhadap konsep dan praktik 

pendidikan politik dalam masyarakat multikultural melalui analisis berbagai sumber 

ilmiah yang telah ada. 

Sumber data dalam kajian ini diperoleh dari berbagai literatur akademik, seperti 

jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku teks, prosiding ilmiah, dan dokumen kebijakan 

pendidikan yang membahas topik-topik seputar pendidikan politik, multikulturalisme 

dalam pendidikan, serta partisipasi demokratis di masyarakat majemuk. Pemilihan 

sumber dilakukan secara purposif berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik bahasan, 
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kredibilitas penerbit, serta aktualitas informasi. 

Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan analisis isi (content analysis), 

yaitu dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama yang muncul 

dalam literatur, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk memperoleh gambaran 

yang utuh mengenai tantangan dan peluang implementasi pendidikan politik di tengah 

keberagaman budaya. Teknik ini juga memungkinkan penulis melakukan sintesis dan 

perbandingan antara berbagai pandangan ilmiah guna merumuskan kesimpulan yang 

bersifat reflektif dan argumentatif. 

Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menyusun argumentasi yang kuat dan 

terstruktur mengenai pentingnya pengembangan pendidikan politik yang sensitif 

terhadap konteks multikultural, sebagai fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang 

inklusif dan berkeadilan. 

 

C. PEMBAHASAN 

a) Pendidikan Politik: Konsep dan Tujuan 

Pendidikan politik merupakan proses sistematis dalam membentuk pemahaman 

masyarakat mengenai sistem politik, struktur kekuasaan, serta nilai-nilai demokrasi yang 

menjadi dasar kehidupan bernegara. Esensinya tidak hanya terletak pada pemberian 

informasi seputar mekanisme pemerintahan, partai politik, dan pemilu, tetapi juga 

menyangkut pembentukan sikap politik yang kritis dan kesadaran akan peran sebagai 

warga negara (Siregar, 2017). Dengan demikian, pendidikan politik dapat dipahami 

sebagai sarana penting dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, 

berintegritas, dan aktif dalam kehidupan politik. 

Tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk melahirkan individu yang 

sadar akan hak dan kewajibannya, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan 

menunjukkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Santoso (2019), pendidikan politik harus diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung 

jawab sebagai warga negara serta membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini mencakup kesediaan untuk 

berdialog, menyuarakan pendapat, serta menghargai perbedaan sebagai bagian dari 

dinamika demokrasi. 



JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)   

Volume 15 No 1 Edisi Maret 2025  

 ISSN 2087-5185 E-ISSN: 2622-8718 

 

 

JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan) 

@ Copyright 2025 23 

 

 

Dalam konteks negara demokratis, pendidikan politik memainkan peran 

fundamental dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat serta menjaga 

stabilitas sistem politik. Masyarakat yang memahami politik secara substansial akan lebih 

terbuka terhadap keragaman pendapat dan cenderung menggunakan saluran yang sah 

untuk menyampaikan aspirasi mereka (Wibowo, 2020). Oleh karena itu, pendidikan 

politik tidak hanya berfungsi sebagai penopang demokrasi prosedural, tetapi juga sebagai 

landasan bagi terbentuknya budaya politik yang sehat dan berkelanjutan. 

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendidikan politik yang 

adaptif terhadap keberagaman budaya sangat diperlukan. Pendekatan ini dapat 

memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari latar belakang sosial-budayanya, 

memiliki akses yang adil terhadap pengetahuan politik dan kesempatan untuk 

berpartisipasi secara bermakna dalam demokrasi. 

b) Keberagaman Budaya dalam Konteks Demokrasi 

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman budaya yang sangat 

tinggi, terdiri atas berbagai etnis, agama, bahasa daerah, serta tradisi dan nilai-nilai lokal 

yang membentuk identitas nasional. Keragaman ini tidak hanya mencerminkan kekayaan 

budaya, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial bangsa 

(Sutisna, 2020). Dalam sistem demokrasi, keberagaman budaya berperan penting dalam 

mendukung nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta memperkaya partisipasi politik 

masyarakat yang majemuk. 

Variasi latar belakang budaya memberikan peluang munculnya pandangan,  

kebutuhan,  dan  kepentingan  politik  yang  beragam. Keanekaragaman ini 

memperluas cakupan demokrasi karena memungkinkan representasi kelompok sosial 

yang lebih menyeluruh, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih responsif 

terhadap masyarakat yang heterogen (Nugroho, 2018). Demokrasi dalam masyarakat 

multikultural seharusnya tidak hanya mengedepankan kehendak mayoritas, tetapi juga 

menjamin perlindungan hak- hak minoritas dan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, 

keberagaman budaya dapat memperkuat praktik demokrasi jika didukung oleh kebijakan 

yang adil serta pendidikan yang inklusif. 

Meski demikian, keragaman budaya juga mengandung potensi gesekan sosial bila 

tidak dikelola dengan baik. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya, prasangka 

antarkelompok, dan marginalisasi politik terhadap kelompok tertentu bisa menimbulkan 
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konflik horizontal yang melemahkan persatuan sosial (Rahman, 2021). Dalam beberapa 

kasus, kurangnya pemahaman terhadap perbedaan budaya justru menjadi faktor pemicu 

polarisasi politik dan fragmentasi sosial. Maka dari itu, sistem demokrasi memerlukan 

strategi sistematis untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya harmoni sosial 

serta komitmen terhadap nilai kebinekaan. 

Pendidikan politik yang berbasis multikultural dapat menjadi pendekatan efektif 

untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui pembelajaran yang menekankan 

penghargaan terhadap keberagaman dan penanaman nilai toleransi sejak dini, masyarakat 

dapat mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya demokrasi 

yang adil dan inklusif. 

c) Tantangan Pendidikan Politik di Masyarakat Multikultural 

Pendidikan politik dalam masyarakat multikultural dihadapkan pada tantangan 

yang kompleks akibat keberagaman identitas, nilai budaya, serta kepentingan sosial yang 

hidup berdampingan dalam satu ruang kebangsaan. Di Indonesia, pendekatan pendidikan 

yang digunakan masih belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai pluralisme. 

Kurikulum yang bersifat seragam sering kali kurang adaptif terhadap keragaman latar 

belakang peserta didik, sehingga menghasilkan ketimpangan pemahaman politik di 

kalangan masyarakat, khususnya kelompok yang terpinggirkan (Wahyuni, 2019). 

Salah satu tantangan utama adalah minimnya representasi kelompok minoritas 

dalam materi pembelajaran, terutama dalam pelajaran sejarah dan kewarganegaraan. 

Ketidakseimbangan narasi ini berpotensi menumbuhkan stereotip negatif dan 

memperkuat eksklusi sosial yang berdampak pada rendahnya kesadaran politik inklusif 

(Hasan, 2020). Rendahnya literasi politik masyarakat juga memperburuk situasi, karena 

banyak individu tidak memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Hal ini 

menjadikan mereka rentan terhadap misinformasi, manipulasi politik, dan sikap intoleran. 

Kapasitas pendidik dalam mengelola keberagaman budaya di ruang kelas juga 

menjadi persoalan serius. Sebagian besar guru belum dibekali dengan kompetensi 

pedagogis yang mendukung pembelajaran multikultural. Selain itu, kurikulum nasional 

yang kaku sering kali tidak memberikan ruang bagi pengembangan materi yang relevan 

dengan konteks lokal (Fadillah, 2022). Padahal, pendidikan politik yang inklusif dan 

berbasis budaya lokal sangat penting dalam membangun warga negara yang sadar hak, 

berpikir kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang adil dan partisipatif. 
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e) Peluang Pendidikan Politik dalam Mayarakat Multikultural 

Di tengah tantangan yang dihadapi, pendidikan politik juga menyimpan potensi 

besar sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang inklusif di masyarakat 

multikultural. Pendidikan yang dirancang secara sensitif terhadap keragaman budaya 

dapat menjadi medium strategis dalam menanamkan nilai toleransi, menghormati 

perbedaan, dan membentuk kesadaran kritis warga negara sejak dini (Arifin, 2021). 

Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki peran vital sebagai ruang interaksi sosial di 

mana peserta didik belajar memahami realitas kebinekaan dan menumbuhkan sikap 

partisipatif dalam kehidupan politik. 

Salah satu peluang utama adalah integrasi pendekatan multikultural dalam 

kurikulum dan praktik pembelajaran. Melalui pengenalan terhadap sejarah lokal, narasi 

minoritas, serta wacana keadilan sosial, pendidikan politik dapat membantu siswa melihat 

kompleksitas demokrasi dari berbagai perspektif. Pendekatan ini mendorong 

terbentuknya sikap empatik dan pengakuan terhadap hak politik setiap kelompok, 

termasuk kelompok marginal yang sering terabaikan dalam proses pengambilan 

keputusan publik (Suryana, 2022). 

Kemajuan teknologi informasi juga membuka ruang baru dalam pendidikan 

politik yang lebih inklusif dan partisipatoris. Platform digital seperti media sosial, forum 

diskusi daring, dan aplikasi pembelajaran politik memungkinkan generasi muda terlibat 

secara aktif dalam isu-isu publik serta memperluas akses terhadap informasi politik yang 

kredibel. Bila dimanfaatkan secara bijak, teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan 

politik bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang memiliki akses terhadap proses 

demokratis (Nasution, 2023). 

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi 

kunci penting dalam memperkuat pendidikan politik yang inklusif. Program penguatan 

kapasitas guru, pelibatan komunitas lokal, serta kegiatan ekstrakurikuler bertema 

kewarganegaraan multikultural dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan 

menumbuhkan semangat kebangsaan yang menghargai perbedaan. Dengan demikian, 

pendidikan politik yang berbasis multikultural dan inklusif tidak hanya memperkuat 

fondasi demokrasi, tetapi juga berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kohesi 

sosial dan mencegah fragmentasi politik di masyarakat yang majemuk. 
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D. HASIL 

Berdasarkan kajian literatur dan sintesis konseptual terhadap pendidikan politik 

dalam masyarakat multikultural, ditemukan tiga poin utama yang merepresentasikan 

kontribusi signifikan pendidikan politik dalam penguatan demokrasi inklusif di 

Indonesia: 

1. Pendidikan politik yang multikultural berperan dalam mereduksi potensi konflik 

horizontal. Pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai 

multikulturalisme memiliki kontribusi penting dalam menurunkan potensi konflik 

sosial berbasis identitas kultural. Dengan mendorong pemahaman lintas budaya 

dan membangun kesadaran kolektif atas pentingnya hidup berdampingan secara 

damai, pendekatan ini dapat memitigasi ketegangan antarkelompok yang kerap 

dipicu oleh stereotip dan diskriminasi (Rahman, 2021; Wahyuni, 2019). 

Implementasi kurikulum yang responsif terhadap keragaman terbukti 

mendukung terbentuknya kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. 

2. Pendidikan politik inklusif mendorong penguatan demokrasi deliberative Melalui 

penyediaan ruang partisipasi politik yang merata bagi seluruh kelompok sosial, 

termasuk minoritas, pendidikan politik dapat memperluas cakupan demokrasi 

deliberatif. Hal ini memungkinkan berbagai kelompok untuk terlibat dalam 

proses perumusan kebijakan publik secara setara dan bermakna (Sutisna, 2020; 

Suryana, 2022). Pendekatan ini tidak hanya memperkuat prinsip representasi, 

tetapi juga meningkatkan kualitas dialog politik di tingkat lokal dan nasional. 

3. Pendidikan politik berbasis nilai kebinekaan berkontribusi pada lahirnya generasi muda 

yang toleran, kritis, dan aktif secara politik. Ketika peserta didik diperkenalkan pada 

narasi yang menghargai perbedaan serta diajak untuk berpikir reflektif terhadap dinamika 

sosial-politik, maka pendidikan berperan sebagai wahana transformasi karakter warga 

negara. Generasi muda yang terpapar pendidikan politik yang inklusif lebih berpeluang 

menjadi individu yang berpandangan terbuka, memiliki literasi politik yang memadai, 

serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi (Arifin, 2021; Nasution, 2023). Di 

era digital, potensi ini semakin besar dengan hadirnya teknologi informasi sebagai 
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instrumen pembelajaran politik yang adaptif dan partisipatif. 

 

 

E. KESIMPULAN 

Keberagaman budaya di Indonesia merupakan karakter fundamental yang, 

apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi pilar utama dalam penguatan demokrasi yang 

inklusif. Dalam konteks masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama, bahasa, 

dan nilai lokal tidak semestinya dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan 

sebagai potensi untuk memperluas partisipasi politik yang adil dan setara. Namun 

demikian, keragaman ini berisiko menimbulkan konflik apabila tidak diimbangi dengan 

pendekatan edukatif yang menghargai perbedaan serta kebijakan publik yang inklusif. 

Pendidikan politik, khususnya yang mengadopsi pendekatan multikultural, 

memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang toleran, kritis, dan aktif 

secara politik. Meskipun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses, kurikulum 

yang belum responsif terhadap keragaman, dan lemahnya kapasitas pedagogis, peluang 

untuk memperkuat demokrasi tetap terbuka lebar. Melalui pengembangan kurikulum 

yang inklusif, pemanfaatan teknologi digital secara bijak, serta kolaborasi antara sekolah, 

keluarga, dan masyarakat, pendidikan politik dapat menjadi medium transformatif dalam 

menciptakan kehidupan demokratis yang kohesif dan berkeadilan sosial. Dengan 

demikian, investasi pada pendidikan politik yang responsif terhadap pluralitas bukan 

hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk memperkuat 

ketahanan sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia. 
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